
Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
No. SK :

Persyaratan

1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib 

membuat peraturan perusahaan

2. Pengusaha mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

3. Permohonan pengesahan yang dimaksud dilampirkan : Naskah PP yang telah ditanda tangani oleh 

pengusaha, Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan 

/atau wakil pekerja

4. Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti dimintakan saran dan pertimbangan 

dari serikat pekerja/serikat buruh, dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja/serikat 

buruh diperusahaan sebagaimana dimaksud menggunakan lampiran I, lampiran II, dan lampiran III 
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1. Permohonan mengajukan draft Peraturan Perusahaan (PP) dan surat pengantar melalui Sekretariat 

Dinas

2. Sekretaris Dinas mencatat surat ke lembar disposisi yang selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas

3. Kepala Dinas Mendisposisikan draft PP ke Kepala Bidang Tenaga Kerja

4. Kepala Bidang Tenaga Kerja mendisposisikan draft PP ke Kasi hubinsyaker dan Jamsos untuk 

diverifikasi

5. Kasi Hubinsyaker dan Jamsos memverifikasi draft PP bersama pelaksana Seksi Hubinsyaker dan 

Jamsos untuk diverifikasi

6. Jika memenuhi syarat di proses lebih lanjut, jika salah dikembalikan ke pemohon untuk diverifikasi

7. Kasi Hubinsyaker dan Jamsos mengecek/mengoreksi draft PP dan kelengkapannya serta menyiapkan 

surat penyampaian salinan keputusan dan Surat Keputusan Kepala DInas KUKMPTK Kab. Belitung 

tentang Pengesahan PP yang bersangkutan

8. Kabid Tenaga Kerja membubuhkan paraf pada tiap lembarnya termasuk paraf surat penyampaian 

salinan keputusan dan surat keputusan tentang pengesahan PP yang bersangkutan dan diteruskan ke 

Kepala Dinas

9. Kepala DInas menandatangani PP, surat penyampaian salinan keputusan dan Surat Keputusan Kepala 

DInas KUKMPTK tentang Pengesahan Peraturan yang bersangkutan

10. Kasi Hubinsyaker menerima PP dan surat-surat yang telah ditandatangani Kadin, salah satunya 

diserahkan ke Pemohon

11. Pemohon / Perusahaan menerima SK Pengesahan PP

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan

Pengaduan Layanan
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1. Datang langsung ke ruangan Seksi Hubinsyaker untuk menyampaikan aduan, saran dan masukan

2. Melalui media komunikasi Mobile Phone untuk menyampaikan aduan, saran dan masukan
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